KEPUTUSAN

KEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR © Kw 21,2051 0171 | 042015

FIENTANG

PEMBERIAN 121N OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDATYAH
SWASTA BABUSSALAM KELURAHAN KUMAI HLLU KECAMATAN

Memimibang
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a Dahwa dalam rangka memngkatken akses pendidikan madrasah vang

hermutu dan beckualitas, perlu memhberikan kesempatah masyarakat
melalyi organisast berbadan hukum untek mevelengparskan sutusn
pendidikan madrasah scauat dengan Stundar Masional Pendidikan,

. Bahwa madrasah yang lercantum dalam lampiran Keputusan ind telah

memenuhi persyaratan administratif, tekms, dan kelayaban yang
ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.,

. Bahwa hersarkan pertimbangan dimaksud peda heruf a dan b diatas,

perlu menctapkan Kepulusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Amamu  Provinsi Kalimantan ‘lengah, tenlang Pembenan  lzin
Operasional Pendinan Madrasuh  Thiidaivah Swasta  Habussulum
Kelurahan Kumai Hulu Eecamatan Kamai Kabupaten Kotawaringin
Harat

. Undanp-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Mepars Republik Indonezia
Tahun 2003 Momor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tndonesia Momor 42011

. Undana-Undang Momor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Megura Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan |.embarzn Negara Republik Indonesia Nomaor 4584],

. Peraturan  Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang  Standar

Masional Pendidikans (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan lemburan MNepara Republik Indonesia
Momor 4496}, sebapaimana telah diubah dengan Pematurun Pemerintah
MWomor 32 Tahun 2013 tentung Perubahan atas Peraturan Pemenntah
Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar MNasional Pendidikan
{Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
I'ambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 54 10

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 ‘lahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasur {Lembaran Negara Republik Indonesiy Tahun 2008
Momor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomaer
4863], i

. Peraturan Pemetinliah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (l.embaran MNepara Republik Indonesia Tahun 2008
MWomor 91, Tambahan Lembaran Mepara Republik Indonesia Nomor
SRR



hemperhatikan

Menetapkan
PER T AMA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru {|.embaran
Wegara Republik Indonesia Talun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indoncsia Nomar 454 1)

7. Pemaluran Pemerintah Nomor 17 Tahua 201 tentang Peagelolaan dan
Penvelenggurann Pendidikun (Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Tuhon 2010 MNomor 23, Tambahan Lembaran Negama Republih
Indonesia Nomor 51500 sebagaimana telah diubhah denpan Peramuran
Pemerintah Momaor 66 Tehun 2010 entang Perubshan Alas Peraturan
Pemerininh Momor 17 Tahun 2010 tentang Penpelolaan  dan
Penvelenpgaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tghun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembarun Negara Ecpublik
Indonesia Nomor 51537,

& Peraturan Presiden Nomaor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tupas dan
Fungsi Eselon T Kementerian MNegara sebagaimana tefuh beberapa kah
diuhah terakhir dengan Peraturan Presiden Momor 14 Uahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Megara
serta Susunan Organisesi, Tupas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian
Megara;

9, Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nemor 24 Tahun 2007
tontung Standar Sarana dan Prasaras unfuk Sekolab Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekoluh Menengah PertamaMadrasah Tsanuwivah, dan
Sckoluh hMenengah AtasMMadrasah Alivab,

(). Perataran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentany Stundar Pelayanan hMinimal Pendidikan di Kabupatenkota
sehagmimana telah diobah dengan Feraturan Menien Pendidikan dun
Febudayaan Momor 23 Tahun 2013 tentang Perubabian atas Peraluran
Menteri Pendidikan Masional Momor 15 Tahan 2010 fentang Standar
Pelavanun Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

11, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tshun 2008 lentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar [si Pendidikan Agamu Islam dan
Bahasa Arah di Madrasah:

12. Peraturan Menteri Agama Nomar 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
bdadrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah
sehagaimana telah divbah denpan Peraturan Menteri Agama Nomor
31 Tahun 2013 tenteng Perubahan atas Peratusn Menteri Agama
Momaor 2 Tahun 2012 tenang Pengowas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama [slam pada Sekolah;

|3, Peraturan  Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 lentang
Penyelengparaan Pendidikan Madrasah,

14, Keputusan Drirektur Jenderal Pendidikan islam Nomor 1385 Tahun
2014  Tentang Petumpuk  Teknis Pendinan  Madrasah  vang
dizclenggarukan vleh hasyarakat.

- Surat Rekomendusi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupalen

Kotawaringin Barat Nomor © Kd 21.012/KP.03.07/12013/2015 tanggal 28
Seplember 2015, tentang Rekomendasi [zin Operasional Pendinun
Madrusah  Ibtidaivah Swasta Babussalam  Kelurshan  Kumai  Hulu
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawarmpgm Barat Provinsi Kalimantan
Tengah

MEMUTUSKAN

KEPLUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAII TENTANG
PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRTAN MADRASATN
IBTIDAIYAH SWASTA BABUSSALAM KELURAHAN KUMAI
HULU KECAMATAN KUMAT KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
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Tembusan:

- Memberikan Tan Operssional Pendinan Madrasah Ibtidaivah Swasta

Habussalam vyang diselenggarakan oleh masyarakat, sehagwmana
tercantum pada lampiran yang merupskan bagian tidak terpisahlkan dari
Eeputusan ini

. lzin Operasional Pendirian Madrasah  sebupaimana  dumaksud  pada

DIKTUM KESATU diberikan Kepada Madrasah Ibtidamyvah  Swasto
Babussalam, berlaku sepanjang Madrasah tersebul memenuhi persyaratan
dun ketenluan peraturan perundang-undangan pendidikan

Madrasuh Thtidaivah Swasts Bubussalam dimaksud dialas diberikan
Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana lercantum pada lampinan
Eeputusan ini,

- Setelah jangka wakte 7 (tujub) tehun, diadakan evaluasi dan Kepala

hadrasah vang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagas berikout :

a. Menyampaikan Laporan Perkembangan hMadrasah setiap bulan kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama vang memuat paling sedikrt
perkembangan  jumlal  peserta  didik, pelaksanaan  kurikulum,
pelaksanaan pemenuban standar sarana prasarana, dan pelaksanaan
pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;

9. Mengajukan penduflaran vismtasi akreditasi madrasah kepada  BAP-
5/ Kabupaten'Kota scsuan kelentuan peraturan perundang-undangan
vang berdaku

- Dalum hal laporan perkembangan madrasah schaguimuna dimaksud dalam

DIETUM KELIMA huruf a dan b agabila dinilai kurang memuoaskan
atau Rasil akreditasi tidak mendapat peringkat miai minimal C, maka lan
Operasional Pendirian Madrasah skan dicabut sesual keteniuan peraturan
perundang-undangan.

. Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekelinmn dalam Keputusan

ini, maka akan diubah dun diperbaiki sebagaimana mestinys.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersanghutan
untuk dipergunakan sehagaimana mestinya.

Ditetapkan i : Palangka Raya
Pada tanpgal ¢ 1 Okober 2015

tor Wilgvah Kementerian Agama
i alimantan Tenguh

W

Eeputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta,

2 Sekretrs Jenderal Kementerian Apama di Jakarta;

3, Inspekiur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta:

4 Suhdit Kelembagaan dan Kewtalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah
Ditjen Pendidikan 1slam di Jakarta;

un

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun,

6, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;

./"'/’ 7, Arsip.



LAMPLIR AN * Kepumsan Kepala Kantor Wilayah Kemenienan Agama

Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor
Tanggal .
Tentang :

v ANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRTAN

- Kw.21.2/5/PP.OL ey 2013

1 Oklober X015

PEMEERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDMRIAN
MADRASAH IBTIDAIY ALL SWASTA BABUSSALAM
KELURAHAN KUMAI HULU KECAMATAN KUMAIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

IDENTITAS MADRASAH

| | Nama Madrasah Ibtidaivah BABUSSALAM
. Namor Statistik Madrasah (NSM) 1112620100406
3 Alamat Madrasah JI H. Abdul Aziz No. 70 Kel.
' . _ Kumai Hulu Kec. Kumai i
4 | Mama Organisusi Penyelenggara Vavasan Babussalam Kel. Kumai
Hulu Kab. Kotawaringin Barat
5. Akte Notaris Organisasi Penyvelenggara No. - 09 Tanggal, 16 Maret 2015
£, Pengesahan Akte Notaris Organisasi 9. MENKUMHAM R1.
Penvelenggara MNomor - AHU-0003897.AH.01.04,
. Tuhun 2015 i
7. | Berdiri Sejak Tanggal 28 Mei 1954

An. Menten Agama Rl

Kepala Kantor Wilayah Kementenan Agama
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KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSL KALTMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.21.2/5/PP.0L Net /2015

|| Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementeran Agama Provinsi

Kalimantan Tengah Nomot : Kw.21,2/5/PP.01/MO42015, tanggal 1 Oklober 2015
diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada |

Narmnga Madrasah Ibtidaiyah : BABUSSALAM
Alamat - J1. H. Abdul Aziz No. 70

7| Desa/Kelurahan . Kumai Hulu
% Kecamatan s Kumai

Kabupaten/Kota - Kotawaringin Baral
Provinsi - Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah - Yayasan Babussalam Kumai Hulu
Alkte Notaris Penyelenggara - Nomor 09 Tanggal. 16 Maret 2015

Mo, AHU-O003897 AH.01.04_ 2015
Berdiri Sejak Tanggal ; 28 Mei 1934

Diengan Nomor Statistik Madrasah [NSM) :

Ilﬁ‘liﬂrllﬂﬂ ﬁJ

Palangka Rays, | Oktober 2015
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